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PUTUSAN
Nomor 2285/Pdt.G/2016/PA.Ckr
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara:

Dewi Sri Anjani alias Dewi Anjani Binti Sutara, umur 31 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di di
rumah a.n Bpk. Icin di Kampung Bojong RT.004 RW. 002
Desa Bojongsari Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten
Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Ade Indra Herdiana Bin Agus Hermawan, umur 31 tahun, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di rumah
orang tua a.n Bpk. Agus Hermawan di Kampung Sangkali
RT.005 RW. 015 Desa Tanjungpura Kecamatan Karawang
Barat Kabupaten Karawang.,

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara,

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
16 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Cikarang, Nomor: 2285/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada
tanggal 11 Juli 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan
Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah,
sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 324/09/VI11/2004
tanggal 12 Juli 2004.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama terakhir dikediaman kontrakan di daerah Desa Paledang
Kabupaten Karawang.

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis
layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri

(ba’da dukhul) sampai dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing

bernama:
3.1. Rizkya Ashara Herdiana, Perempuan, berusia 11 tahun;
3.2 Aira Ramadhani Herdiana, Perempuan, berusia 2 tahun
6 bulan;

4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun
dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal
tahun 2005 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus

yang disebabkan:

4.1. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan istimewa
dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat mengetahui dari kabar
orang lain sampai Tergugat sendiri mengakui akan perselingkuhanya
tersebut;

4.2. Bahwa Tergugat mempunyai sikap tempramental
sehingga ketika dalam pertengkaran Tergugat suka mengeluarkan
kata-kata kasar bahkan sampai melakukan kekerasan fisik seperti
memukul dan mencekik Penggugat;

4.3. Bahwa Tergugat juga kurang terbuka dan kurang
perhatian dalam masalah nafkah, sehingga Penggugat tidak
mengetahui penghasilan Tergugat seluruhnya dan nafkah yang
diberikan juga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak;
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5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah
tangga, tetapi Tergugat tidak merubah sikapnya. Puncaknya sejak tanggal
01 Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran
sehingga mengakibatkan Penggugat pergi dari kediaman kontrakan atas
dasar menghindari sikap kasarnya Tergugat, dan saat ini antara Penggugat
dan Tergugat menempati tempat tinggal sebagaimana dalam identitas diatas

dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga
bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada
keluarga akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup
lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah
berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil
para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk
itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan
memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ade Indra Herdiana Bin Agus
Hermawan) terhadap Penggugat (Dewi Sri Anjani alias Dewi Anjani Binti

Sutara);

3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini
yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat
tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
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Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim

berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat telah hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya,
meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016, pasal 4
tentang Mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus
terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang
bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat
dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah menasehati
Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti :
A. Bukti Surat;

a. Fotokopi Keterangan domisili nomor;517/Bjs/VI/2016 (SKD) yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongsari tanggal 14 Desember 2016 atas
nama Penggugat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.1)

b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kedungwaringin Nomor 324/09/V11/2004 Tanggal 12 Juli 2004, bermaterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua
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Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.2)

B. Saksi-Saksi

1. Juandi bin Mahmud , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kampung Bojong RT.004 RW. 004 Desa Bojongsari
Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang
yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang
untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan
selaku Paman Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, selama
pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak bernama:

- 1. Rizkya Ashara Herdiana, Perempuan, umur 11 tahun;

- 2. Aira Ramdhani Herdiana, umur 2 tahun 6 bulan;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun,
namun selanjutnya sejak tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan
adalah karena Tergugat tsuka memukul, mencekik Penggugat bila terjadi
pertengkaran dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;

- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut secara
terus menerus mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
sejak Desember 2016 ;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak
berhasil;

2. Samsuri bin Musa, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kampung Gedungwaringin RT.005 RW. 002 Desa
Bojong Sari, Kecamatan Jedungwaringin, Kabupaten Bekasi.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka
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sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara

ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan
selaku Tetangga Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan selama
pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- 1. Rizkya Ashara Herdiana, Perempuan, umur 11 tahun;

- Aira Ramadhani Herdiana, Perempuan , umur 2 tahun 6 bulan;;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan
harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak
memberi nafkah, Tergugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain,
Tergugat sering memukul,dan mencekik bila terjadi pertengkarang dengan
Penggugat;

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat mengakibatkan pisah rumah sejak Desember 2016:

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat
menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai
dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu

apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini
selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan
dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara

tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan
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tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya,
meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat
telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh

karenanya maka perkara a quo diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, menunjukkan bahwa

Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di
wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada
ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak
hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk
memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009
jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali
sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juli 2004 tercatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan

yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yang dikuatkan oleh
keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan

terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat dan
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Tergugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan

gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai
bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang
terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara
Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yang disebabkan sebagaimana

alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009
jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka
Majelis perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang dekat
Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan
dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah
terjadi perselisihan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah

rumabh;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi
keluarga Penggugat tersebut diatas, maka di persidangan Majelis Hakim telah
menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis
lagi sering terjadi percekcokan dan perselisihan;

2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena
Tergugat kurang mencukupi nafkah yang diberikan Tergugat kepada
Penggugat dan anak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat
suka memukul., mencekik Penggugat bila terjadi pertengkarn dan Tergugat
berselingkuh dengan wanita lain;

3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
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Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2016

4.Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis
Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah
tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa
tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan
suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling
pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi
berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar
kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan
norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk
menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat

ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang berbunyi:

ad 5>V el 569 u pls prelmall plS> Ho 2S5 Wl e e

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak
menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian
yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan

dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka
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berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat untuk

dapat diceraikan dari Tergugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara
yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus
dikirimkan oleh Panitera/sekretaris kepada Pegawai Pencatat KUA Kecamatan
tempat pernikahan dilaksanakan dan Kecamatan tempat tinggal Penggugat

dan Tergugat,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk

membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan
hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Ade Indra Herdiana Bin
Agus Hermawan) terhadap Penggugat (Dewi Sri Anjani alias Dewi Anjani
Binti Sutara);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringi
Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten. Karawang, untuk
dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
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Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal
08 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1438 H.
dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari
Hj. Asmawati, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Anshori,
SH., MH. dan Drs. Sayuti sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh
Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mansur Ismail, S.Ag., MH sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis
Ttd
Hj. Asmawati, SH, MH.

Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd . Ttd
Drs. M. Anshori, SH., MH Drs. Sayuti.

Panitera Pengganti
Ttd
Mansur Ismail S.Ag., MH

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pencatatan Rp.  30.000,-

2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan Rp 440.000,-

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 531.000- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal 02 Juni

2017 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya
Wakil Panitera
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Bagus Tukul Wibisono, SH.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



